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PENDAHULUAN

KEHADIRAN jurnalisme multiplatform tentu berdampak positif dan negatif bagi publik. Selain persoalan kerap melanggar etik jurnalistik, beberapa persoalan muncul seiring dengan kemunculan paham jurnalisme baru ini. Jurnalisme multiplatform adalah dimana seluruh produk berita baik itu teks, video, foto, dan grafis disajikan melalui platform yang berbeda namun disatukan dalam  medium portal online. 

Setidaknya persoalan keseragaman konten, merucutnya kepemilikan dan intervensi dari pemilik media terhadap konten berita yang disajikan.


Dari tiga persoalan itu, mengacu pada definisi Mark Deuze dalam buku What is Multimedia Journalism, Journalism Studie DOI Dictionary of Media Studies menyebutkan setidaknya jurnalisme multiplatform atau dalam istilah Deuze jurnalisme multimedia identik dengan istilah, konvergensi dan cross platform dan cross ownership. 


Deuze menggambarkan jurnalisme multiplatform mau tidak mau akan bersingungan dengan mengkrucutnya pemilik media di salah satu negara. Beberapa media meleburkan diri menjadi satu perusahaan atau sebaliknya satu perusahaan mendirikan beberapa perusahaan media dengan beragam jenis platform yang akan memenuhi kebutuhan informasi publik.

a. KONTEN SERAGAM 
Salah satu efek dari konvergensi media adalah penyeragaman konten di seluruh media dalam satu group perusahaan. Hal ini yang berkembang di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir. Misalnya, berita yang sama disajikan juga pada media berbeda. 
Mantan editor Beritasatu.com, Murizal Hamzah menyatakan penyeragaman konten merupakan satu keniscayaan untuk mendukung portal berita yang didirikan oleh satu perusahaan media. Misalnya, dalam group Beritasatu Holding, berita yang bersumber dari Harian Suara Pembaruan juga akan ditampilkan pada portal Beritasatu.com. Begitu juga sebaliknya, berita yang ditampilkan oleh Beritasatu.com bisa dilansir oleh media yang dibawah Beritasatu Holding seperti Suara Pembaruan, Beritasatu.com, Beritasatu.Tv, Investor Dayli, dan Jakarta Globe. Semua situs berita itu telah terkonvergensi dalam satu kanal Beritasatu.com. Kontennya saling ditautkan antara media yang satu dengan media lainnya.
Harian Kompas melakukan langkah yang sama dengan mengkonvergensikan seluruh media dibawah bendera PT Kompas Cyber Media dalam satu kanal Kompas.com. Jika membuka Kompas.com, maka dengan mudah akan menemukan kanal berita lainnya seperti Nextren.com, Juara.net dan otomania.com. Bahkan, Kompas juga mengkonversensikan toko buku online Grazera.com dan situs jurnalisme warga Kompasiana.com dalam kanal Kompas.com.

 Kelompok koran daerah Kompas dibawah bendera Tribun juga melakukan hal yang sama. Pada kanal Tribunnews.com telah terkonvergensi dengan seluruh website koran daerah seperti Tribun Jogja, Tribun Timur, dan sejumlah media lainnya. Sehingga, apa yang disajikan oleh website dari koran daerah secara otomatis tersajikan pula ke website utama Tribunnews.com.
Tindakan tersebut juga dilakukan oleh Jawa Pos News Network (JPNN). Perusahaan milik Dahlan Iskan ini juga merangkum seluruh isi berita koran daerah dari Aceh hingga Papua ke kanal JPNN.com. Sejumlah media lainnya juga melakukan praktik yang sama. Termasuk perusahaan seperti Viva.co.id juga mencantumkan kanal video dari TVOne dan ANTV. 
Tempo juga mencantumkan kanal Tempo.Tv, Koran Tempo dan sejumlah anak perusahaan Tempo lainnya dalam Tempo.co.


Sekilas tidak ada yang salah dalam penyebaran konten berita secara berjaringan tersebut. Namun, perlu diingat publik membutuhkan informasi yang beragam dari berbagai pihak dan sudut pandang (angle). Selain itu, kehadiran jurnalisme sejatinya sebagai kontrol sosial di seluruh bidang, baik itu bidang pendidikan, pemerintahan, hukum, infrastruktur dan lain sebagainya. 


Jika penyebaran konten semakin mengkrucut dan seragam, maka banyak sektor yang kurang diawasi oleh jurnalisme. 


Selain itu, tradisi media multiplatform, wartawan diwajibkan menulis, merekam suara, merekam gambar dan memotret peristiwa yang sama untuk disajikan melalui platform yang berbeda. Untuk satu peristiwa saja, setidaknya wartawan menulis dan atau membuat empat laporan jurnalistik. Mendistribusikannya berita untuk televisi, radio, koran, dan media online. 


Dengan kondisi begitu, wartawan tidak akan memiliki banyak waktu menggali laporan secara mendalam dan komplit tentang satu peristiwa tertentu. Selain itu, wartawan harus patuh pada deadline (batas akhir)  pengiriman berita yang telah ditentukan oleh masing-masing media. Kondisi mendorong konten berita yang disajikan relatif seragam, hanya berbeda platform penyalurannya saja. 

Sedikit berbeda yang dilakukan oleh PT Tempo Inti Media. Perusahaan dengan bisnis awal Majalah Tempo ini memetakan isu perioritas untuk dilakukan investigasi secara mendalam. Hal ini dilakukan mengingat Tempo merupakan sebuah majalah berita dengan mengandalkan kedalaman informasi dan investigasi satu peristiwa atau persoalan publik. Sehingga, isu-isu yang dianggap serius dan berdampak besar pada hajat hidup publik akan dilakukan investigasi oleh Majalah Tempo. Sedangkan versi berita ringkasnya akan disajikan secara realtime oleh Tempo.co atau Koran Tempo.


Namun, patut menjadi catatan, tidak semua holding company media di Indonesia menerapkan apa yang telah dilakukan Majalah Tempo. Sebagian besar media di tanah air hanya memiliki koran, situs berita, televisi dan radio yang selalu mengejar kecepatan menayangkan satu peristiwa. Sehingga, informasi yang disajikan kerap seragam dan dangkal.
b. KEPEMILIKAN TERPUSAT
Sepanjang lima tahun terakhir, konvergensi media memicu pengusaha media mendirikan atau membeli media yang telah ada. Kelompok Bisnis Aburizal Bakrie tahun 2008 mendirikan Viva.co.id. Sementara Chairul Tanjung Corp (CT Corp) mengakuisisi Detik.com konon senilai 60 juta dollar AS atau setara Rp 500 miliar. CT Corp juga telah memiliki dua stasiun televisi, belakangan juga menjadi mitra bisnis perusahan televisi internasional dengan mendirikan CNN Indonesia.
Pada kelompok bisnis televisi, tren akuisisi perusahaan media dilakukan oleh PT Surya Citra Televisi (SCTV) dengan mengakuisisi Indosiar. Kelompok Kompas Gramedia semakin menguatkan dirinya sebagai perusahaan terbesar bidang media massa dengan mendirikan Juara.net, dan Maxtren.com, ditambah dengan membuka koran-koran baru di sejumlah daerah. Adalah Tribun Medan dan Tribun Jogja yang didirikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. 
Kelompok Sindo juga melakukan hal yang sama. Perusahaan milik Harry Tanoe Soedibyo ini mendirikan banyak media, dari Sindonews.com, SindoWeekly, koran daerah dengan bendera Sindo seperti Sindo Jateng, Sindo Medan dan lain sebagainya serta pengembangan televisi di sejumlah daerah.

Pertanyaan berikutnya mengapa pengusaha gemar mengakuisisi perusahaan media atau mendirikan media baru? Salah satu jawabannya adalah keuntungan bisnis di sektor media memang sangat menjanjikan. 

Liatlah angka-angka yang disajikan dalam buku Media Online: Pembaca, Laba dan Etika. Dalam buku itu dijelaskan bahwa sampai 2011, Detik.com mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 5-6 miliar dengan awak redaksi 200 jurnalis. Sedangkan pendapatan yang dibukukan per bulan sekitar Rp 9-10 miliar. Artinya, Detik.com memperoleh laba sekitar Rp 120 miliar per tahun

. 

Okezone.com yang diluncurkan tahun 2007, hanya mengeluarkan biaya operasional sekitar Rp 850 juta per bulan. Sementara pendapatan media online ini sebesar Rp 2 miliar per bulan. Artinya, sekitar Okezone.com membukukan laba sekitar Rp 1,1 miliar per bulan. 
Tempo.co menyebutkan pada tahun 2010 dan 2011. Perusahaan dibawah bendera PT Tempo Inti Media itu menargetkan pendapatan Rp 1 miliar pada tahun 2010, hasilnya sampai akhir tahun 2010, Tempo.co membukukan Rp 1,5 miliar, ditambah pendapatan dari Koran Tempo, Majalah Tempo dan anak perusahaan Tempo lainnya tentu perusahana ini semakin mempertebal pundi-pundi perusahaan. 
Namun, kekhawatiran muncul di era konvergensi ini. Kepemilikan terpusat ini rentan menghadapi intervensi dari dalam perusahaan itu sendiri, khususnya pemilik perusahaan. Ingat, sebagian besar pemilik perusahaan media tanah air berlatarbelakang bisnis cum politisi. Sehingga, tidak tertutup kemungkinan menggunakan media massa untuk kepentingan bisnisnya atau pencitraan politiknya.
c. BIRAHI POLITIK PEMILIK MEDIA
Proses pemilihan Presiden dan wakil presiden dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 lalu menjadi hal yang menarik untuk disimak dan diperhatikan, bagaimana pemilik media dengan latar belakang politik menggunakan media massa miliknya untuk kepentingan politik. 
Hal itu bisa dilihat pada dua tayangan televisi yakni MetroTV milik Surya Paloh (Nasional Demokrat) dan pendukung calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, serta TVOne milik Aburizal Bakri (Golkar) yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. TVOne menayangkan bahwa kemenangan Pilres menjadi hak Prabowo-Hatta berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sebaliknya, MetroTV menayangkan kemenangan Pilpres milik pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bahkan, siaran langsung kedua televisi itu dilakukan sejak pencoblosan sampai dini hari. TVOne bahkan menayangkan bagaimana optimisme pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dengan tayangan sujud syukur di studio TVOne atas kemenangan pasangan tersebut pada Pilpres 2014. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil resmi siapa yang akan memimpin negeri ini lima tahun mendatangan. Belakangan, KPU menyatakan bahwa Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.

Menjadi perdebatan kemudian, ternyata hasil hitung cepat lembaga yang digunakan TVOne sebagai justifikasi kemenangan Prabowo-Hatta salah dan sangat jauh berbeda dengan angka yang dikeluarkan KPU. Sedangkan lembaga yang melakukan hitung cepat yang digunakan MetroTV sebagai rujukan kemenangan Jokowi-JK mendekati angka yang dikeluarkan oleh KPU.

Pemilik media lainnya, Hary Tanoe Soedibyo dengan MNC Groupnya, ketika masih bergabung dengan Partai Hanura juga kerap menggunakan MNC Group sebagai media pencitraan partai. Setelah keluar dari Hanura, Hanry Tanoe tampaknya masih menggunakan MNC Group sebagai pencitraan Partai Perindo-partai baru-yang didirikan oleh Hary Tanoe. 
Kekhawatiran tentang kepemilikan terpusat ini sebenarnya telah didengungkan oleh komunitas pers di tanah air sejak tahun 2000 silam. Sejumlah praktisi pers, menginginkan agar ada regulasi yang mengatur pembatasan pendirian media dengan kepemilikan terpusat. Sehingga, ruh media massa sebagai tangan publik masih terjaga dengan baik tanpa dikotori dengan kepentingan bisnis atau politik pemiliknya. Namun, tampaknya persoalan ini masih menjadi diskusi yang menarik setidaknya sampai buku ini ditulis. Belum ada regulasi yang mengatur soal kepemilikan terpusat media massa. 
Argumen yang digunakan oleh kelompok yang mendukung kepemilikan terpusat adalah, membatasi pendirian media massa sama dengan tindakan otoriter dan Indonesia kembali ke zaman orde baru yang tidak mendukung kebebasan pers. Sebaliknya, kelompok yang menentang kepemilikan terpusat ini menyatakan perlu pembatasan pada kadar tertentu agar media tetap suci dan tidak terbawa arus politik dan bisnis pemiliknya. 
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